
ABSTRAK PERATURAN 
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PERMENKEU RI NOMOR 48 TAHUN 2023 TANGGAL 28 APRIL 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 
358) 
PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/ 
PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN 
SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ ATAU BATU LAINNYA YANG 
SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, 
PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ ATAU BATU PERMATA 
DAN/ ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS 
PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN 

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 21 ayat (8), 
Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan, dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan dan/ atau 
Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas 
Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata 
dan/ atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas 
Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, 
dan/ atau Batu Permata dan/ atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh 
Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/ atau Pengusaha 
Emas Batangan. 
 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, 
TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 
Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.7 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg 
UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.8 Tahun 
1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), 
UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.49 Tahun 
2022 (LN Tahun 2022 No.225, TLN No.6833) Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) 
sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 
No.954). 



- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau 
pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan: a. emas perhiasan; dan/atau b. 
emas Batangan. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas batangan, sebagai subjek 
pajak dalam negeri yang terlibat langsung dalam transaksi yang meliputi 
pengusaha pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. Pajak 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 
22. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari harga jual emas 
perhiasan dan/ atau harga jual emas batangan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 198); dan  

b. Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf i 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas 
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas 
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023 
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2023 dan diundangkan 

pada tanggal 28 April 2023 
- Lampiran halaman 23 – 38 

   

 


